
 
 

BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, Peneliti dapat manarik beberapa 

kesimpulan tentang Mekanisme Perekrutan Tenaga Kontrak Dalam Lingkup 

Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka sebagai berikut : 

1. Perekrutan Tenaga Kontrak Sesuai Kebutuhan Setiap Organisasi 

Perangkat Darah (OPD) berdasarkan kekosongan dan permintaan 

dari setiap instansi, hal ini dapat menimbulkan konflik atau 

pertikaian antara sesasama pelamar serta menimbulkan 

kecemburuan sosial pada setiap pelamar sebab yang nantinya akan 

diterima hanya mereka yang dapat mengisi kekosongan tersebut. 

2. Jumlah perekrutan atau permintaan calon pegawai tenaga kontrak 

dari setiap instansi masih sangat minim atau kurang. Hal ini dapat 

mengakibatkan beban kerja tenaga kontrak dan melambatnya 

kinerja karena kurangnya tenaga teknis di setiap instansi yang akan 

berdampak pada kualitas kerja. 

3. Media yang digunakan sebagai alat penyampaian lowongan kerja 

pegawai tenaga kontrak daerah Kabupaten Malaka adalah media 

online dan media cetak. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

dikatakan bahwa dalam penyampaikan informasi ini kurang 

maksimal.  



 
 

4. Perekrutan calon pegawai tenaga kontrak daerah Kabupaten Malaka 

direkrut dengan cara atau mekanisme yang kurang tepat karena 

tidak melakukan proses wawancara terhadap pelamar sebelum di 

terima. 

5. Pelamar tenaga kontrak di Kabupaten Malaka diseleksi melalui 

penyerahan beberapa berkas yakni berupa berkas pendidikan terkhir 

dan berkas pengelaman kerja. 

5.2 Saran 

  

Adapun saran yang dapat diberikan mengenai Mekanisme Perekrutan 

Tenaga Kontrak Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka 

sebagai berikut : 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka harus lebih bisa membuka atau 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat 

untuk memperoleh pekerjaan. (Tenaga Kontrak). 

2. Jumlah atau volume perekrutan Tenaga Kontrak yang di rekrut 

Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka perlu ditambahkan lagi agar 

dapat mengatasi beban kerja  dan dapat meningkatkan kualitas kerja. 

3. Perlu adanya penyampaian informasi atau sosialisai secara langsung di 

setiap daerah pelosok yang sulit untuk mengakses informasi secara 

online dari pihak pemerintah. 

4. Harus lebih memperhatikan lagi mekanisme yang tepat dalam proses 

perekrutan agar dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merujuk pada 

kecurangan 



 
 

5. Berkas yang dimasukan perlu dilengkapi lagi dengan surat keterangan 

cacatatan kepolisian, surat keterangan kesehatan, dan lainya sehingga 

dapat memperoleh pegawai yang kompeten. 
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